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 ii Kata Pengantar  Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan DIY Tahun 2018 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. LKjIP Dinas Perhubungan DIY Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.  Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih  berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.  Yogyakarta,      Februari 2018  KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DIY    Drs. SIGIT SAPTO RAHARDJO, MM  NIP 19600626 198703 1 008 



 iii Ikhtisar Eksekutif   Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan DIY Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perhubungan DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perhubungan DIY Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.  Ringkasan prestasi kinerja Dinas Perhubungan DIY yang dihasilkan di tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:        Meningkatnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan beberapa indicator berikut ini.  1. Peningkatan keselamatan transportasi di jalan provinsi. 2. Peningkatan pelayanan angkutan umum. 3. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 4. Pengembangan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 adalah Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perhubungan DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. 
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 1 BAB 1  Pendahuluan  Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Dinas Perhubungan DIY Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan DIY Tahun 2018 diharapkan dapat: 1. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Perhubungan DIY, 2. mendorong Dinas Perhubungan DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, 3. sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perhubungan DIY untuk meningkatkan kinerjanya, Bab 1 Berisi : 1. Struktur Organisasi 2. Fungsi dan Tugas 3. Isu-Isu Strategis 4. Keadaan Pegawai 5. Keuangan 6. Sistematika LKjIP 



 2 4. memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Perhubungan DIY            di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.  1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Perhubungan DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:  1. Unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:  a. Pimpinan : Kepala b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat    yang terdiri dari Subbagian-Subbagian c. Pelaksana  : Bidang-bidang     yang terdiri dari Seksi-seksi   : UPT   : Kelompok Jabatan Fungsional 2. Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : a. Kepala;  b. Sekretariat, terdiri dari :  1) Subbagian Umum;  2) Subbagian Keuangan;  3) Subbagian Program dan Informasi.  c. Bidang Angkutan Darat, terdiri dari :  1) Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah;  2) Seksi Angkutan Perkotaan; dan  3) Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api.   



 3 d. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :  1) Seksi Manajemen Lalu Lintas;  2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan  3) Seksi Sistem Teknologi Transportasi. e. Bidang Perhubungan Udara dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari :  1) Seksi Teknik Bandara;  2) Seksi Angkutan Udara; dan  3) Seksi Keselamatan Transportasi.  f. Unit Pelaksana Teknis Trans Jogja  1) Kepala  2) Subbagian Tata Usaha  3) Seksi Operasional dan Pengendalian  4) Seksi Prasarana dan Prasarana  5) Kelompok Jabatan Fungsional  g. Unit Pelaksana Teknis Kantor Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  1) Kepala  2) Subbagian Tata Usaha  3) Seksi Pengelolaan Terminal  4) Seksi Pengendalian Lalu Lintas Jalan  5) Kelompok Jabatan Fungsional  Pelaksanaan anggaran pada Tahun 2018 masih menggunakan struktur Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun Renstra 2017-2022 yang ditetapkan pada Mei 2018 disusun berdasarkan proyeksi struktur baru Pemerintah Daerah DIY.  1.2  Fungsi dan Tugas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 



 4 menetapkan bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan DIY mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.  Penyusunan program kerja; 2.  Perumusan kebijakan teknis urusan bidang perhubungan; 3.  Pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, sewa dan angkutan barang; 4.  Pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan transportasi dan pengembangan sistem transportasi; 5.  Pembinaan keselamatan transportasi, teknis kebandaraan dan angkutan udara; 6.  Koordinasi informasi terkait meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika; 7.  Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional perhubungan; 8.  Pelaksanaan pelayanan umum urusan di bidang perhubungan; 9.  Pemberian fasilitasi urusan di bidang perhubungan kabupaten/kota; 10.  Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan transportasi tradisional; 11.  Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja urusan di bidang perhubungan; 12.  Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan; 13.  Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan 14.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.  1.3 Isu-Isu Strategis Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan 



 5 dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Dinas Perhubungan DIIY , antara lain adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel berikut ini. Tabel 3.1.  Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah No. Masalah Pokok Masalah Akar masalah A. Lalu lintas Jalan    Tingkat kepadatan lalu lintas semakin tinggi sehingga meningkatkan potensi kemacetan yang disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi tidak sebanding dengan pertumbuhan infrastruktur jalan  Meningkatnya kemacetan lalu lintas di ringroad khususnya ringroad utara  Munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru dan kawasan Sleman berkembang sangat cepat sebagai area permukiman Kemacetan di Kawasan Malioboro, Alun – Alun Utara, dan kawasan hotel di dalam Kota Yogyakarta serta beberapa kawasan wisata lainnya Tingginya minat wisatawan ke Kota Yogyakarta sehingga banyak kendaraan dari luar kota dan bus-bus besar (pariwisata) yang masuk ke dalam kota Kemacetan lalu lintas akibat truk-truk pengangkut barang yang masuk ke pusat-pusat kota atau kabupaten di DIY Jaringan pelayanan transportasi jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi penumpang dan barang 



 6 No. Masalah Pokok Masalah Akar masalah B. Angkutan Penumpang Umum   Rendahnya penggunaan angkutan umum disebabkan oleh pelayanan angkutan umum yang kurang terintegrasi khususnya dari AKDP dan Angkutan Perbatasan, waktu tunggu yang lama dan adanya ruas-ruas jalan yang mengalami kemacetan. Keengganan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum karena keterbatasan jaringan angkutan umum Rendahnya tingkat keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan dengan moda lain (antar moda) dan keterbatasan cakupan layanan bus Transjogja sehingga belum dapat menjangkau seluruh kawasan di DIY Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum karena aksesibilitas yang tidak langsung ke tempat tujuan maraknya angkutan ilegal yang memberi layanan sampai ke tujuan akhir Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum bus layanan non buy the service (1) tidak terdapat standar pelayanan; dan (2) tidak ada peremajaan angkutan umum  C. Angkutan Barang    Pelayanan angkutan barang belum diatur karena regulasi tentang angkutan barang sedang disusun oleh Kementerian Perhubungan RI Kemacetan yang diakibatkan oleh angkutan barang jika melewati ruas jalan yang kapasitasnya rendah (1) rendahnya tingkat kepatuhan menggunakan kelas jalan yang sesuai; dan (2) angkutan barang masih didominasi menggunakan jalan raya dan masih sedikit yang melalui kereta api Angkutan barang dengan muatan tinggi masuk kawasan Jalan Wates menuju Kota Yogyakarta Dry port di Kabupaten Bantul tidak berfungsi Tingkat durabilitas perkerasan jalan rendah, jalan menjadi mudah rusak Peran jembatan timbang masih belum optimal sehingga masih banyaknya 



 7 No. Masalah Pokok Masalah Akar masalah pelanggaran muatan di jalan yang mengakibatkan kerusakan jalan D. Perkeretaapian    Pelayanan perkeretaapian DIY belum ada tetapi masih dalam tahap perencanaan Tingginya penggunaan kendaraan pribadi sehingga meningkatkan kepadatan lalu lintas sehingga meningkatkan potensi kemacetan pada ruas-ruas jalan tertentu Belum tersedianya moda angkutan massal berbasis rel Kebutuhan moda angkutan yang memiliki tingkat jaminan dan kepastian untuk melayani bandara baru (NYIA) Peningkatan kepadatan kendaraan pribadi pada jalur Yogyakarta – Wates yang perlu diantisipasi untuk kenyamanan calon penumpang bandara baru  2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam paparan visi dan misi pada tanggal 2 Agustus 2017 yang merupakan bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2017-2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017, visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode masa jabatan 2017-2022 dalam pidato mengambil Tema :  “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022. Berangkat dari tema di atas, dapat dirumuskan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan 



 8 untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dengan visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” Misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 dalam mengejawantahkan visi Gubernur DIY adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban Melalui misi pertama ini, Pemerintah Daerah DIY, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kualitas hidup-kehidupan dan penghidupan sekurangnya dari aspek: (a) Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar; (b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan; (c) Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan DIY, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan (Gini Index), dan menurunkan ketimpangan antar wilayah (index williamson); dan (d) Peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik yang memenuhi rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga. Dalam menjalankan misi pertama ini maka telah ditetapkan dengan tujuan yaitu “Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta” dan 5 (lima) sasaran yaitu (1) Meningkatnya Derajat Kualitas SDM; (2) Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.; (3) Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan; (4) Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan; dan (5) Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah. 



 9 b. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis; Misi kedua tersebut akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, dan mewujudkan perilaku aparatur sipil negara yang berintegritas. Upaya pewujudan misi kedua sekurangnya dengan, 1) Melakukan semangat perjumpaan dan silang birokrasi akan diletakkan sebagai strategi untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang demokratis, baik melalui "strategi silang vertikal" (keterbukaan di internal SKPD), "strategi silang horisontal" (keterbukaan antar SKPD), dan "strategi silang heterarki" (gabungan keterbukaan vertikal dan horisontal antar SKPD). 2) Mendorong semangat "Perjumpaan" dan "Silang Kelembagaan" akan diletakkan sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur sipil negara, melalui "silang belajar" ke lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemerintahan DIY, termasuk lembaga pendidikan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga perekonomian swasta, serta belajar dari pengalaman-pengalaman daerah dan negara lain, dalam rangka menciptakan "Trilogi SDMDIY" atau "E2-K" yakni: ETOS, ETIKA, dan KUALITAS.  Dalam menjalankan misi kedua ini maka telah ditetapkan dengan tujuan yaitu “Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)”, dan 3 (tiga) sasaran yaitu (1) Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan; (2) Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan; dan (3) Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa. Dinas Perhubungan DIY sebagai Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Perhubungan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah terkait erat dengan pencapaian Misi 1 dengan sasaran “Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah.” 



 10   Sektor perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan/atau barang baik dalam wilayah maupun antar wilayah. Pergerakan orang dan/atau barang tersebut merupakan wujud dari interaksi antar masyarakat, baik selaku pribadi maupun kelompok/golongan. Untuk mendukung mobilitas orang/barang harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan/atau barang.    Dalam mewujudkan sasaran “Menurunya kesenjangan ekonomi antar wilayah”, fokus utama dalam penataan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta yang ter-integrasi. Penataan sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta, dilandasi pada kondisi lalulintas di Perkotaan Yogyakarta yang semakin didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. Kemacetan lalulintas sebagai akibat dari adanya mobilitas orang maupun barang masih menjadi persoalan utama bagi penataan dan pengaturan transportasi di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan mengindikasikan bahwa penggunaan angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, alternatif angkutan umum yang ada, masih sangat terbatas baik jumlah maupun jenis layanannya, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan pertimbangan waktu perjalanan yang lebih efektif dan efisien.   



 11 Tabel 1.4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Uraian Permasalahan Pelayanan OPD Faktor Penghambat Pendorong Misi : Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah  Tingkat kepadatan lalu lintas semakin tinggi sehingga meningkatkan potensi kemacetan yang disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi tidak sebanding dengan Pertumbuhan infrastruktur jalan   
• Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi  
• Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum  
• Munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tidak diiringi dengan penambahan kapasitas prasaranan transportasi  

• Dukungan kebijakan pengembangan angkutan massal dan strategi pembatasan akses kendaraan pribadi 
• Dukungan kebijakan pengembangan TOD (Transit Oriented Development) pada titik-titik simpul angkutan umum   3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota  Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 yang merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.   Sejalan dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, perencanaan pembangunan bidang transportasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing nasional, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah. Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 



 12 dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan.  a. Isu Strategis 1 : Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah: (1) Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda; (2) Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global; (3) Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; (4) Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi; (5) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan; (6) Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi; dan (7) Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia b. Isu Strategis 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan Arah kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah (1) Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi 



 13 dengan fasilitas alih moda terpadu; (2) Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan; dan (3) Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi. Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut: a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.  b. Pelayanan Transportasi Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 (tujuh) sasaran  yaitu (1) meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2) meningkatnya kompetensi SDM transportasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas lulusan diklat SDM perhubungan, (3) meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dalam mendukung pembangunan bidang transportasi, (4) Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance, (5) 



 14 meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi; dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance. c. Kapasitas Transportasi Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran yaitu: (1) meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda; (2) meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3) meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya; (4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan; dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan. Berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, permasalahan pelayanan OPD beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya sebagaimana Tabel 1.3.   



 15 Tabel 1.3. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L No. Sasaran Renstra K/L Permasalahan OPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi 1. menurunnya angka kecelakaan transportasi Jumlah kecelakaan di jalan provinsi masih cukup tinggi (1 kejadian per km) Keterbatasan prasarana fasilitas keselamatan jalan dan rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas Adanya komitmen Pemda DIY dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait 2, menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi Belum optimalnya pengelolaan prasarana perlengkapan jalan Rendahnya pemahaman akan UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Penegakan hukum oleh pihak kepolisian  B. Pelayanan Transportasi 1. meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi Tingginya  penggunaan kendaraan pribadi dan pelayanan angkutan umum yang kurang memadai  rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik (1) perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan (2) kebijakan keberlanjutan sistem angkutan umum perkotaan berbasis Buy the Service 2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan Kurangnya SDM transportasi yang kompeten  Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya usaha peningkatan kapasitas SDM bidang perhubungan Pengadaan Pegawai Non PNS 3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan rendahnya jumlah penelitian Keterbatasan SDM fungsional peneliti Kerjasama antar instansi Pemda DIY  4. Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance belum optimalnya pelayanan publik Keterbatasan SDM Koordinasi yang baik di internal Pemda DIY 



 16 No. Sasaran Renstra K/L Permasalahan OPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong 5. meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan Banyak regulasi yang sudah tidak sesuai dengan  perkembangan transportasi   regulasi pemerintah pusat tidak relevan dengan kondisi daerah dan tidak adanya dukungan anggaran untuk penegakan regulasi Komitmen pelaksanaan dan penegakan regulasi 6. menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi  Tingginya pemakaian kendaraan pribadi  pelayanan angkutan umum yang kurang memadai optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan 7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance Pelaksanaan SPIP belum menjadi budaya organisasi  Keterbatasan peran pengawasan internal  Komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kerja C. Pelayanan Transportasi 1. meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda  Keterbatasan sarana dan prasarana transportasi Keterbatasan pengembangan kualitas layanan angkutan umum yang mendukung sistem transportasi multimoda dan antarmoda Dukungan kebijakan pemerintah dan stakeholder yang terkait dalam peningkatan layanan angkutan umum 2. meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang pelayanan angkutan umum dan angkutan barang yang kurang memadai  Tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan regulasi angkutan barang merupakan kewenangan pusat Dukungan kebijakan pemerintah dan stakeholder yang terkait dalam peningkatan produksi penumpang dan barang 3. meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya terbatasnya penyediaan angkutan umum perbatasan dan perintis Minimnya minat investor penyedia layanan angkutan umum Beberapa daerah rawan bencana memiliki potensi menjadi lokasi tujuan wisata 4. Meningkatnya pelayanan angkutan pelayanan angkutan umum Keterbatasan anggaran Dukungan pemerintah pusat dalam 



 17 No. Sasaran Renstra K/L Permasalahan OPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong umum massal perkotaan massal perkotaan yang kurang memadai  pengembangan angkutan umum massal perkotaan 5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan Keterbatasan jaringan teknologi informasi sehingga pelayanan ATCS tidak optimal  Pembagian kewenangan antar pemerintah menyebabkan kurang optimalnya pengembangan pelayanan ATCS Koordinasi yang intensif antar pemerintah   4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup  Strategis a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyusunan RPJMD DIY 2017-2022 berpedoman pada Perda DIY Nomor 2 Tahun tentang RTRW DIY 2009-2029 dan dokumen Raperda Reviu RTRW DIY. Telaah terhadap kedua dokumen RTRW ini yang terkait dengan sruktur ruang yang dimanfaatkan untuk urusan perhubungan adalah sebagai berikut: 1) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas. Pada sistem jaringan jalan dilakukan pengembangan jaringan jalan nasional dan Pengembangan jaringan jalan provinsi; 2) Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilakukan melalui pengembangan manajemen lalu lintas dan pengembangan angkutan masal; 3) Sistem perparkiran dilakukan melalui pelarangan parkir di badan jalan, menyediakan parkir di luar badan jalan dengan membangun gedung atau taman parkir pada pusat kegiatan. Penyediaan fasilitas parkir perpindahan moda dilakukan secara terintegrasi dengan sistem angkutan jalan; 



 18 4) Pengembangan sistem dan prasarana pedestrian dan sepeda diarahkan berada di pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, dan kawasan TOD, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan jaringan angkutan umum berikut fasilitas pendukung dengan memperhatikan aksesibilitas penyandang cacat; 5) Sistem dan prasarana angkutan barang berupa penyediaan terminal angkutan barang beserta fasilitas untuk mendukung kawasan industri dan kegiatan ekspor dan impor diarahkan berada di kawasan pelabuhan dan industri atau pergudangan dan dekat dengan jaringan jalan arteri serta terintegrasi dengan sistem dan jaringan transportasi perkeretaapian; 6) Sistem jaringan transportasi perkeretaapian untuk menghubungkan antar pusat kegiatan primer/sekunder dan antar pusat kegiatan primer/sekunder dengan kota di wilayah sekitar. Sistem jaringan transportasi dilakukan di permukaan, layang dan/atau bawah tanah. Jaringan perkeretaapian terdiri jaringan jalur kereta api meliputi jaringan jalur kereta api umum, stasiun kereta api besar, sedang, kecil, dan barang. 7) Sistem dan jaringan transportasi sungai dan penyeberangan meliputi sistem, prasarana dan teknologi yang digunakan. Sistem dan jaringan transportasi sungai berwujud alur sungai dan/atau kanal untuk keperluan angkutan sungai dan/atau kanal dengan memperhatikan debit sungai dan/atau kanal saat musim hujan dan musim kemarau. 8) Pengembangan Sistem jaringan transportasi laut dilakukan melalui pengembangan tatanan kepelabuhanan dan Pemanfaatan alur pelayaran; 9) Pengembangan Sistem jaringan transportasi udara dilakukan dengan pengembangan bandar udara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan kawasan bandar udara di Kecamatan Temon, 



 19 Kabupaten Kulon Progo dengan melengkapi fasilitas transportasi yang mengkombinasikan angkutan multimoda berupa angkutan bus dan kereta api, Pengembalian fungsi Bandar Udara Adisutjipto kepada TNI AU untuk digunakan sebagai pangkalan militer dan bandar udara khusus dan Lapangan Terbang Gading sebagai landasan pendukung sekolah penerbangan TNI AU dan lapangan terbang khusus. Tabel 1.4. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan RTRW No. Sasaran Renstra Permasalahan OPD Faktor Penghambat Faktor Pendorong 1. Meningkatnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Rendahnya tingkat pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan Tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan rendahnya minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum • Dukungan kebijakan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dilakukan melalui pengembangan manajemen lalu lintas dan pengembangan angkutan masal serta sistem transportasi laut 
• Pembangunan NYIA   5. Penentuan Isu-Isu Strategis  Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menggali  dari aspek gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan RI dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah, termasuk juga beberapa studi terkait. Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan menggunakan Forum Focussed Group Discussion (FDG) dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. 



 20 Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut: a. Ketimpangan Wilayah Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya yang antara lain meminimalkan kesenjangan (gap) antar wilayah dan antar golongan pendapatan. Namun demikian hasil akhir dari pembangunan tersebut sering kali dijumpai adanya ketimpangan antar wilayah. Hal ini dapat dan bahkan seringkali terjadi karena berbagai macam faktor yang antara lain disebabkan perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing – masing wilayah. Perbedaan tersebut menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Sehingga pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju (development region) dan wilayah terbelakang (underdevelopment region). Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah yang pada gilirannya juga akan memberikan implikasi terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di DIY yang ditunjukan dengan nilai indeks wiliamson maupun ratio gini memiliki kecenderungan meningkat dan berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2011, Indeks Williamson sebesar 0,48 sedikit turun menjadi 0,47 di tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota di DIY masih terjadi kesenjangan. Kesenjangan di DIY tergolong kesenjangan ekonomi yang berkategori sedang. Penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial di DIY adalah adanya perbedaan distribusi sumber 



 21 daya di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur umumnya lebih diutamakan untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan ketimpangan wilayah yangantara lain adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Mobilitas barang dan jasaini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah, bila mobillitas tersebut kurang lancar maka kelebihan produksi atau daerah tidak dapat dijual kedaerah lain yang membutuhkan. Implikasinya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Upaya utuk mendorong kelancaran mobilitas barangdan faktor produksi antar daerah Rencana Induk Transportasi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana dan sarana perhubungan keseluruh pelosok wilayah. Prasarana perhubungan yang dimaksudkan disini adalah fasilitas jalan, terminal dan pelabuhan laut guna mendorong proses perdagangan antar daerah. Selain itu pemerintah perlu pula mendorong berkembangnya sarana perhubungan seperti perusahaan angkutan antar daerah dan fasilitas telekomunikasi. Sehingga berdasarkan fakta dan realitas yang ada, ketimpangan wilayah menjadi isu strategis dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan DIY. Sasaran urusan perhubungan yaitu meningkatkan layanan publik, terutama pada penataan sistem transportasi dan aksesmasyarakat di pedesaan melalui strategi penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi tepat, rendah emisi dengan keselamatan tinggi yangdituangkan dalam RPJMD 2012-2017 masih cukup relevan untuk dilanjutkan pada kegiatan pembangunan daerah di lima tahun mendatang. 



 22 b. Transportasi Massal Transportasi merupakan upaya perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat pengangkut, baik yang digerakan oleh tenaga manusia, hewan (kuda, sapi, kerbau), atau mesin, sehingga berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep transportasi adalah perjalanan (trip) antara daerah asal (origin) dan daerah tujuan (destination).  Masalah yang muncul dalam transportasi hanya sederhana yaitu terlalu besarnya kebutuhan akan pergerakan dibanding prasarana yang tersedia. cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membangun prasarana sesuai kebutuhan, mengurangi pergerakan dan gabungan dari keduanya. Untuk mengurangi masalah transportasi yang ada di Indonesia yang pertama dilakukan ialah memperbaiki sarana transportasi massal yang ada. Jika pelayanan transportasi massal sudah baik maka orang akan beralih ke transportasi massal dari pada transportasi pribadi, dengan peralihan tersebut maka secara tidak langsung mengurangi pergerakan. Menurunnya pergerakan akan mengurangi kemacetan lalu lintas. Selain itu dapat membangun prasarana sesuai kebutuhan, membangun sesuai kebutuhan tidak berarti membangun lebih banyak jalan untuk moda transportasi, karena jika jalan semakin banyak tidak membuat masalah transportasi berkurang namun membuat semakin banyaknya kendaraan pribadi. 



 23  Sumber : Dinas Perhubungan DIY, 2017 Gambar 1.3. Komposisi Modal Split  c. New Yogyakarta International Airport (NYIA) Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon, Kulon Progo dimulai pada tahun 2017 dengan upacara “Babat Alas Nawung Krida” pada hari Jum’at 27 Januari 2017 yang dihadiri Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X beserta jajarannya. Pembangunan New Yogyakarta International Airport di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY dibangun di atas lahan seluas 587 hektar yang dibangun 2 tahap. Tahap 1 pembangunan bandara tersebut meliputi terminal dengan luas 130 ribu meter persegi, runway sepanjang 3.250 meter dengan lebar 60 meter, apron berkapasitas 35 pesawat, dengan estimasi mampu menampung 15 juta penumpang per tahunnya.  Bandara baru tersebut nantinya sebagai bagian peningkatan kualitas pelayanan kepada jasa bandara, serta memacu perkembangan 



 24 perekonomian, aktivitas bisnis, dan mendukung kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan dalam hal ini Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya yang merupakan salah satu dari 10 prioritas nasional di Daerah Istimewa Yogyakarta maka diperlukan rencana yang matang dalam pengembangan infrastruktur pendukung wilayah untuk mengantisipasi beroperasinya bandara baru tersebut. d. Menyongsong Abad Samudera Visi Gubernur DIY dalam lima tahun mendatang (2017- 2022) adalah “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD DIY. Oleh karena itu maka sebagai arah kebijakan pembangunan daerah juga harus menjadi dasar perencanan yaitu memberikan fokus dan perhatian terhadap pembangunan Wilayah Bagian Selatan Yogyakarta. Tema "Abad Samudera Hindia", secara tegas meneguhkan kembali sumbu imajiner Gunung Merapi - Laut Kidul, yang memiliki makna dan ajaran harmoni kosmos, dalam pegertian bahwa bentang ruang wilayah Yogyakarta mulai dari Puncak Gunung Merapi di Sleman sampai ke Bibir Pantai dan Lidah Air Laut Kidul, merupakan suatu kesatuan bentang ruang ekologis, yang harus diperlakukan secara utuh, ibaratnya sebagai satu sosok tubuh manusia yang memiliki kepala, badan, dan kaki. Dalam konsepsi kosmos seperti itu, maka perlakuan pembangunan di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta harus memiliki "tenggang ekologis" dengan wilayah Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo. Demikian pula sebaliknya, perlakuan pembangunan di wilayah Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo harus memiliki "rujuk ekologis" dengan wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta. Untuk itulah, filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, yang analog dengan konsep 



 25 Sustainable Development, sangat relevan dan sangat diperlukan untuk Hamemayu Hayuning Ngayogyakarto Hadiningrat. e. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DIY 2009-2029 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan azas, tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, pengelolaan dan penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentangRencana Tata Ruang WilayahProvinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029, Rencana Struktur Ruang Wilayahterdiri atas Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan dan Sistem Jaringan PrasaranaWilayah yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalan kereta api, jaringan prasaranatransportasi laut, jaringan prasarana transportasi udara, jaringan telematika, prasarana sumber daya air, jaringan energi, dan prasarana lingkungan.  1) Sistem Pusat Kegiatan Arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dalam sistem pelayanan Wilayah direncanakan sebagai berikut : a) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) : Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Aglomerasi PerkotaanYogyakarta), meliputi Kota Yogyakarta, Kecamatan Depok, sebagian Kecamatan Ngaglik,sebagian Kecamatan Mlati, sebagian Kecamatan Godean, sebagian Kecamatan Gamping, sebagian Kecamatan Ngemplak, sebagian Kecamatan Kasihan, sebagian Kecamatan Sewon,sebagian Kecamatan Banguntapan; b) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : Kawasan Perkotaan Sleman, dan Kawasan Perkotaan Bantul; 



 26 c) Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) : Kawasan Perkotaan Temon - Wates dan Kawasan Perkotaan Wonosari;  d) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : (i) ibukota Kecamatan Galur; (ii) ibukota Kecamatan Nanggulan; (iii) ibukota Kecamatan Sentolo; (iv) satuan Permukiman Dekso, Kecamatan Kalibawang; (v) ibukota Kecamatan Piyungan; (vi) ibukota Kecamatan Kretek, (vii) ibukota Kecamatan Imogiri, (viii) ibukota Kecamatan Sedayu, (ix) ibukota Kecamatan Srandakan, (x) ibukota Kecamatan Sanden; (xi) ibukota Kecamatan Prambanan, (xii) ibukota Kecamatan Godean; (xiii) ibukota Kecamatan Pakem; (xiv) ibukota Kecamatan Tempel; (xv) ibukota Kecamatan Semin; (xvi) ibukota Kecamatan Playen; (xvii) ibukota Kecamatan Panggang: (xviii) satuan Permukiman Sambipitu, Kecamatan Pathuk; (xix) ibukota Kecamatan Karangmojo; (xx) ibukota Kecamatan Tepus; dan (xxi) ibukota Kecamatan Girisubo. 2) Sistem Jaringan Prasarana Wilayah a) Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Udara Kebijakan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara mendukung kebijakan nasional mengenai peran bandara Adisutjipto sebagai Pusat Penyebaran Sekunder dan pengembangan landasan TNI AU Gading sebagai landasan pendukung (auxilliary field ). b) Arahan pengembangan jaringan prasarana wilayah adalah sebagai berikut i) Arahan pengembangan Jaringan Jalan direncanakan sebagai berikut : 
• jalan bebas hambatan : Yogyakarta-Bawen, Yogyakarta - Solo, Yogyakarta – Cilacap; 
• jalan arteri primer 



 27 • jalan kolektor primer : ruas jalan Yogyakarta-Semarang, Jalan Lingkar Yogyakarta, Yogyakarta-Surakarta, Yogyakarta-Cilacap; dan ruas jalan Yogyakarta, Wonosari, Ngeposari, Pacucak, Bedoyo, Duwet, Prambanan–Piyungan, Prambanan–Pakem, Pakem Tempel, Klangon–Tempel, Sedayu–Pandak, Palbapang–Barongan, Sampakan – Singosaren, Ruas jalan Pantai Selatan (PANSELA), jalan Yogyakarta–Kaliurang, jalan Yogyakarta–Parangtritis, Yogyakarta–Nanggulan (Kenteng), Sentolo–Nanggulan-Kalibawang, Dekso–Samigaluh, Dekso–Minggir–Jombor, Bantul–Srandakan-Toyan, Wonosari-Semin-Bulu, Wonosari -Nglipar, Semin-Blimbing, Pandanan-Candirejo, Sambipitu–Nglipar-Semin-Nglipar-Gedangsari, Wonosari–Baron–Tepus–BaranDuwet, Sentolo–Pengasih-Sermo, Kembang–Tegalsari-Temon, Galur-Congot, Sentolo-Galur, Milir–Dayakan-Wates, Prambanan-Piyungan, Prambanan–Pakem–TempelKlangon, Palbapang-Samas, Sampakan-Singosaren, Sedayu-Pandak, Palbapang-Barongan, Srandakan-Kretek, Yogyakarta-Pulowatu, Yogyakarta–Imogiri-Panggang,Panggang-Parangtritis, Playen–Paliyan- Panggang, Pandean-Playen, Gading-Gledak, Sumur– Tunggul–Sumuluh–Bedoyo. ii) Arahan pengembangan pada sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal penumpangsebagai berikut : 
• terminal tipe A di Kota Yogyakarta;  
• terminal tipe A di Kabupaten Gunungkidul;  
• terminal tipe B di Kabupaten Sleman;  
• terminal tipe A di Kabupaten Kulon Progo;dan  
• terminal tipe B di Kabupaten Bantul.  



 28 iii) Arahan pengembangan pada sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal barang sebagai berikut : 
• terminal barang Sedayu di Kabupaten Bantul untuk jangka pendek dan Sentolo di Kabupaten Kulon Progo untuk jangka panjang;dan  
• sub terminal barang sebagai hub di Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.  iv) Arahan pengembangan pada jalan arteri/kolektor primer ditetapkan rest area di Tempel dan Kalasan Kabupaten Sleman, Temon Kabupaten Kulon Progo dan Bunder Kabupaten Gunungkidul.  v) Kebijakan pengembangan jaringan jalan kereta api dengan meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan regional/ wilayah melalui pengembangan poros utama timur–barat, dan utara-selatan. vi) Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dengan mengoptimalkan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul, mengembangkan Pelabuhan Perikanan (PP) Glagah di Kabupaten Kulon Progo serta PP Pandansimo di Kabupaten Bantul sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai. f. Perubahan Sistem Guna Lahan dan Transportasi Tata Guna Lahan (land use planning) adalah pengaturan penggunaan lahan. Dalamtata guna lahan dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan. Tata guna lahan merupakan pengaturan pemanfaatan lahan pada lahan di suatu lingkup wilayah (baik tingkat nasional, regional, maupun lokal) untuk kegiatan tertentu. 



 29 Biasanya terdapat interaksi langsung antara jenis dan intensitas tata guna lahan dengan penawaran fasilitas-fasilitas transportasi yang tersedia. Salah satu tujuan utama perencanaan tata guna lahan dan sistem transportasi adalah untuk menjamin adanya keseimbangan yang efisien antara aktifitas tata guna lahan dengan kemampuan transportasi. Salah satu variabel yang bisa menyatakan bahwa ukuran tingkat kemudahan pencapaian suatu tata guna lahan dikatakan tinggi atau rendah adalah jarak dua tata guna lahan (dalam Km) dan pola pengaturan tata guna lahan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka Sistem Transportasi akan sangat terkait dengan dari berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, olahraga; belanja, dan bertamu yang berlangsung di atas bidang tanah (kantor, pabrik, pertokoan, rumah, dan lain-lain). Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjalanan di antara guna lahan tersebut dengan menggunakan sistim jaringan transportasi sehingga menimbulkan pergerakan orang, kendaraan, dan barang. Pergerakan tersebut mengakibatkan berbagai macam interaksi. Pembangunan suatu areal lahan memberikan dampak secara langsung terhadap timbulnya lalu-lintas. Perencanaan transportasi dibutuhkan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan kondisi lalu-lintas dan perluasan wilayah. Pertumbuhan wilayah perlu direncanakan jika diketahui atau diharapkan bahwa penduduk disuatu tempat akan bertambah danberkembang pesat dan juga jika tingkat pertumbuhan penduduk meningkat, karena hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan dan perumahan. Kemudian kondisi lalulintas perlu ditinjau kembali, apabila kepadatan dan kemacetan di jalan meningkat sertasistim pergerakan dalam suatu wilayah tidak ekonomis lagi. Sehingga pada waktunya perluasan kota perlu dikendalikan, bila diperkirakan 



 30 sistem transportasi sudah tidak mampu lagi mendukung perluasan kota tersebut.  Sumber : Paquette, 1980 dalam Laporan Akhir Rencana Induk Transportasi DIY, 2017 Gambar 1.4. Hubungan Antara Transportasi dengan Guna Lahan  Gambar diagram diatas menunjukkan bahwa setiap upaya peningkatan fasilitas transportasi akan berdampak terhadap perubahan tataguna lahan apabila tidak ada upaya pengendalian. Pengendalian mempunyai peran penting agar upaya peningkatan fasilitas transportasi dapat bermanfaat dan berdayaguna seoptimal mungkin terhadap upaya peningkatan fasilitas transportasi dapat bermanfaat dan berdayaguna seoptimal mungkin. Aksesibilitas memegang peran penting bagi para pengembang lahan. Namun demikianseringkali dijumpai para pengembang lahan yang menciptakan aksesibilitas ke lokasi yang dikembangkan agar kepentingan investasi dapat terwujud. Pembatasan yang kaku terhadap perubahan tataguna lahan akan sulit dilakukan mengingat sifat manusia dan kota 



 31 yang dinamis. Untuk ini suatu keseimbangan antara perubahan tataguna lahan dan fasilitas transportasi perlu dilakukan.  1.4 Keadaan Pegawai Jumlah pegawai di Dinas Perhubungan DIY berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin serta berdasarkan Jabatan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. Tabel 1.5.  Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan DIY berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2018 No  Kepangkatan  Golongan   Ruang  Jenis Kelamin  Jumlah  Laki-Laki  Perempuan  1  Pembina Utama Muda  IV/d  1  -  1  2  Pembina Tk.I  IV/b  3  1  4 3  Pembina  IV/a  4 3  7 4  Penata Tk.I  III/d  11 7  18  5  Penata  III/c  7 4  11  6  Penata Muda Tk.I  III/b  40  25  65 7  Penata Muda  III/a  5  1  6  8  Pengatur Tk.I  II/d  3 -  3  9  Pengatur  II/c  7  - 7 10  Pengatur Muda Tk.I  II/b  1  -  1  11  II/a 1 - 1 12  I/d 3 - 3  JUMLAH   86 41 127     



 32 Tabel 1.6. Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan DIY berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2018 No  Nama Jabatan  Jenis Kelamin  Jumlah      Laki-Laki  Perempuan   1. Kepala Dinas  1  -  1  2. Sekretaris  -  - 0 3. Kepala UPT KPPLAJ  -  -  0  4. Kepala UPT Trans Jogja  1  -  1  5. Kabid Angkutan Darat  1    1  6. Kabid Lalu Lintas  -  1  1  7. Kabid Phb. Udara Kes.Transportasi   1  -  1  8. Kasubbag Umum  1 -  1  9. Kasubbag TU  -  2  2  10. Kasubbag Keuangan  -  1  1  11. Kasubbag Program dan Informasi  1  -  1  12. Kasi Pengelolaan Terminal  -  1  1  13. Kasi Pengendalian Lalu lintas 1 - 1 14. Kasi Operasional dan Pengendalian  -  -  0 15. Kasi Sarana dan prasarana  1  -  1  16. Kasi Angkutan Perkotaan  1  -  1  17. Kasi Angkutan Jalan Antar Kota Wilayah  1  -  1  18. Kasi Angkutan Barang Sewa dan KA  1  -  1  19. Kasi Rekayasa Lalu lintas  1  -  1  20. Kasi Manajemen Lalu lintas  1  -  1  21. Kasi Sistem teknologi transportasi  -  1  1  



 33 22. Kasi Teknik Bandara  -  1  1  23. Kasi Keselamatan Transportasi,  1  -  1  24. Kasi Angkutan Udara  -  1  1  25. Pengadministrasi Keuangan  1  3 4  26. Analisis Perencanaan Program Anggaran  1 2 2  27. Pengelola Kearsipan  1 3 4  28. Pengelola Administrasi Kepegawaian  1 3 4  29. Pengelola Sistem Informasi dan Jaringan  2 -  2  30. Pengawas Lalu Lintas Darat  6 -  6 31. Pengawas dan Pembina Terminal  3 -  3 32. Operator Terminal  10  -  10  33. Penata Laporan Keuangan  1 2  3  34. Pemegang Buku  -  2  2  35. Pengelola Barang  3  1  4  36. Pemelihara Sarana dan Prasarana  4  -  4 37. Pengelola Pendapatan  7  3  10  38. Analis Pengembangan Sistem Operasi  1  -  1  39. Analis Pengembangan Sarana Prasarana  2  -  2  40. Pengadministrasi Persuratan  -  2  2  41. Pengemudi  1  -  1  42. Bendahara  1  2  3  43. Verifikator Keuangan  -  1  1  44. Pemeriksa Lalu Lintas Darat  3  1  4 45. Analisis Angkutan Darat  2  1  3  



 34 46. Administrasi Perijinan  1  -  1 47. Pengelola Data Jaringan dan Transp.  1  1  2  48. Pengelola Perizinan  2  1  3  49. Pengelola Sarana Angkutan  4  1  5  50. Pengelola Adm. dan Dokumentasi  1  2  3  51. Pengelola Data Rekayasa Lalu Lintas  2  -  2  52. Pengelola Rambu-rambu Lalu Lintas Jln.  1  1  2  53. Pengawas Transportasi  2 -  2  54. Analisis Keselamatan Udara  1 -  1  55. Pengawas Keselamatan Angkutan  1 -  1  56. Inspektur Bandar Udara  1  1  2  57. Pengelola Pemantauan  1  -  1  58. Pemeriksa Keselamatan Darat  3  -  3  59. Pemeriksa Lalu Lintas Jalan  1  -  1  60. JUMLAH  86 41 127    1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana Sarana bangunan yang dimiliki Dinas Perhubungan DIY adalah sebagai berikut ini. 1. Bangunan kantor yang digunakan yaitu gedung induk di Jalan Babarsari No 30, Kabupaten Sleman.  2. Dua bangunan/gedung Terminal Tipe B :  a. Gedung Terminal Jombor (Kabupaten Sleman);  b. Gedung Terminal Wates (Kabupaten Kulon Progo). 



 35 Selain berupa tanah dan bangunan, sarana dan prasarana yang ada saat ini yaitu kendaraan bermotor dinas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan DIY terdiri dari:  1. Kendaraan roda dua sebanyak 20 (dua puluh) unit. 2. Kendaraan roda 4 sebanyak 18 (delapan belas) unit. Tabel 1.7. Tabel Aset Dinas Perhubungan DIY Kode Barang Nama Bidang Barang Jumlah barang satuan Nilai 1 3 4 5 6 1 Tanah 22 Bidang 93,009,544,771  2 Alat Alat Angkutan 47 Unit 3,038,297,550  3 Alat Bengkel dan Alat Ukur 79 Unit 721,848,150  4 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1,763 Buah 5,039,697,481  5 Alat Studio dan Alat Komunikasi 221 Unit 3,014,001,065  6 Alat Laboratorium 105 Unit 892,551,200  7 Alat-Alat Persenjataan/ Keamanan 56 Unit 23,900,000  8 Bangunan Gedung 61 Unit 17,696,553,928  9 Monumen 5,432 Unit 90,030,281,506  10 Jalan dan Jembatan 8 Bidang 2,491,807,346  11 Bangunan Air/ Irigasi 2 Bidang 410,947,000  12 Instalasi 5 Unit 1,522,449,000  13 Jaringan 11 Paket 7,200,104,320  14 Buku Perpustakaan 83 Buku 4,260,000  Jumlah 7,895 0 225,096,243,317  1.6 Keuangan Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Perhubungan DIY mengelola anggaran belanja sebesar Rp138.677.714.696,91 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp8.397.629.211,00 dan Belanja Langsung Rp130.280.085.485,91. Untuk belanja langsung Dinas Perhubungan DIY melaksanakan 7 (tujuh) program dan 16 (enam belas) kegiatan yang ditetapkan berdasarkan APBD DIY Nomor 33 tanggal 29 Desember 2017.  Selain itu Dinas Perhubungan DIY juga mempunyai target pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pengelolaan Terminal, sebesar 



 36 Rp19.893.917.000,00. Adapun rincian pendapatan dan belanja baik langsung maupun tidak langsung APBD DIY adalah sebagai berikut:  1. Pendapatan  :   Rp 19.893.917.000,00   2. Belanja  :     Belanja Tidak Langsung  Rp   8.297.629.211,00   Belanja Langsung   RP       130.280.085.485,91 +   Jumlah Belanja    Rp       138.677.714.696,91   Sedangkan realisasi pelaksanaan anggaran dari APBD sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah:   1. Pendapatan  :                Rp         21.284.235.952,52   2. Belanja  :      Belanja Tidak Langsung   Rp           8.256.098.494,00  Belanja Langsung   Rp       127.270.163.294,00 +   Jumlah belanja    Rp       135.526.261.788,00     Selain dari APBD, untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan guna mendukung urusan perhubungan sebagai penyedia sarana dan prasarana transportasi, Dinas Perhubungan DIY mendapat alokasi dana keistimewaan sebesar Rp103.603.265.434,00 dengan melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan realisasi anggaran Rp103.244.879.803,00 .  1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan  DIY tahun 2018 adalah sebagai berikut : RINGKASAN EKSEKUTIF, yang memuat: 1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya; 



 37 2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang. BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan DIY, Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Perhubungan DIY dan Sistematika penulisan LKjIP. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan  dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas     



 38 BAB IV PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah. LAMPIRAN 



 39 BAB 2  Perencanaan  & Perjanjian Kinerja  2.1   Perencanaan Strategis Memasuki Tahun 2018, Dinas Perhubungan DIY menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022. Renstra Dinas Perhubungan DIY merupakan manifestasi komitmen Dinas Perhubungan DIY dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.  Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Perhubungan DIY Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017). RPJMD Pemerintah Daerah DIY merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Perhubungan DIY yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Bab 2 Berisi : 1. Perencanaan Strategis 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 3. Rencana Anggaran Tahun 2018 4. Instrumen Pendukung 



 40 Dinas Perhubungan DIY Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perhubungan DIY  Nomor 050/1678 tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan DIY tahun 2017-2022  2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah Visi Misi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD DIY berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2012-2017) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2017-2022). Visi Misi Gubernur DIY pada perencanaan periode 2017-2022 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur DIY pada Sidang Paripurna Istimewa tanggal 2 Agustus 2017 memaparkan pidato visi misi dengan tema “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur DIY tersebut dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena Kemaritiman terkini (Indian Ocean Rim Association (IORA), Kra-Canal/Thai Canal Project) serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur DIY menyampaikan misi “Lima Kemuliaan”  atau “Panca Mulia”, yakni: 1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban,  melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing, 2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, 



 41 3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan, 4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan  5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Secara teknokratik, Pidato Visi Misi tersebut kemudian dituangkan dalam RPJMD DIY 2017-2022 dengan Visi : “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” serta dilaksanakan dengan 2 misi antara lain:  1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban; (misi tersebut merangkum Panca Mulia ke-1, 2 dan 3) 2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis; (misi tersebut merangkum Panca Mulia ke-4 dan 5) Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1.          



 42 Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022 Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” No. Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta. Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2 (2022) 1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat. Indeks Gini  Persentase Angka Kemiskinan 1.3. Meningkatnya Derajat Kualitas hidup sosial masyarakat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 1.4.  Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi 1.5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi.  IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan 1.6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah. Indeks Williamson 2. Mewujudkan  Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis; Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance). Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022) 2.1.  Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan Opini BPK Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) 2.2.  Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan Prosentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan. 2.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa  yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan  



 43 2.1.2 Tujuan dan  Sasaran Perangkat Daerah Tujuan Mengacu pada visi misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Dinas Perhubungan DIY selama 5 tahun anggaran adalah : Tersedianya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Aman, Selamat, Tertib, Lancar, dan Terpadu dengan Moda Angkutan Lain.  Sasaran  Strategis Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah: Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Sasaran strategis Dinas Perhubungan DIY secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Sasaran Strategis Dinas Perhubungan DIY No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Baseline 2017 Target Tahunan Target Akhir Renstra 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 1 Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan % 43,67% 44,29 44,92 45,54 46,17 49,79 49,79  2.1.3 Strategi dan Arah kebijakan Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.       



 44 Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan NO SASARAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1 2 3 4 1 Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1.  Peningkatan keselamatan transportasi di jalan provinsi. 2. Peningkatan pelayanan angkutan umum. 3. Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 4.  Pengembangan pengelolaan simpul transportasi dan perparkiran.  1. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan 2. Penyelenggaraan sosialisasi keselamatan lalu lintas  3. Penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum 4. Peningkatan cakupan layanan angkutan dalam trayek 5. Peningkatan kinerja angkutan umum 6. Peningkatan tertib perizinan angkutan 7. Penyediaan dan peningkatan simpang bersinyal 8. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas  2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018  Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada  pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu  berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.   Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan DIY Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.   



 45 Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2018  No  SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA   SATUAN  TARGET TAHUNAN  TRIWULAN  TARGET 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan % 44,29 Triwulan 1 43,67      Triwulan 2 43,67      Triwulan 3 43,67      Triwulan 4 44,29  Dalam tahun 2018, tidak ada reviu terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2018 di Dinas Perhubungan DIY.   2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018 Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Perhubungan DIY melaksanakan kegiatan dengan rencana anggaran murni sebesar Rp148.371.195.936,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp9.309.178.068,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp139.062.017.868,00. Selanjutnya  melalui mekanisme anggaran perubahan APBD 2018 berubah menjadi Rp148.371.195.936,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp9.309.178.068,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp139.062.017.868,00. Selain dari anggaran murni, Dinas Perhubungan DIY juga mengelola anggaran dari Dana Keistimewaan sebesar Rp106.300.000.000,00 namun dalam perjalanannya melalui mekanisme perubahan Dana Keistimewaan yang dikelola menjadi sebesar Rp103.603.265.434,00. 2.3.1 Target Belanja Target belanja Dinas Perhubungan DIY berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut ini.   



 46 Tabel 2.5.  Target Belanja Dinas Perhubungan DIY berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2018 Uraian Target (Rp) Persentase (%) Belanja Tidak Langsung 9.309.178.068,00 3,69 Belanja Langsung 139.062.017.868,00 55,19 Belanja Langsung Dana Keistimewaan      103.603.265.434,00 41,12  Jumlah 251.974.461.370,00 100,00  2.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut: Tabel 2.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis No. Sasaran Anggaran (Rp) Persentase Keterangan 1 2 3 4 5 1 Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 139.062.017.868,00  95,45%  Belanja Langsung APBD murni terdiri dari: 1. Belanja Kesekretariatan sebesar Rp6.332.641.675,00 2. Belanja Urusan Perhubungan, sebesar Rp132.739.375.193,00  2.4 Instrumen Pendukung Dalam mendukung pengelolaan data kinerja dan pengukuran kinerja di Dinas Perhubungan DIY digunakan instrumen-instrumen yang telah ada. Penerapan SAKIP di Dinas Perhubungan DIY menggunakan sistem yang sampai saat ini masih cukup efektif, yaitu setiap bulan penanggungjawab kegiatan (PPTK) memberikan laporan rutin pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan. 



 47 Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik lisan, laporan tertulis dan juga melalui pengiriman data hasil dokumentasi kegiatan. Kompilasi data dilakukan oleh petugas monitoring evaluasi dan sesudah selesai proses kompilasi data ditindaklanjuti dalam pertemuan pimpinan dan atau PPTK untuk menentukan langkah-langkah berikutnya untuk tercapainya sasaran organisasi. Setelah data teridentifikasi dapat dientry dan disajikan di aplikasi monitoring evaluasi.  



 48 BAB 3  Akuntabilitas Kinerja  3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu: Tabel 3.1. Skala Nilai Perangkat Kinerja Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:   No. Interval Nilai Realisasi Kinerja  Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja  Kode 1. 91 ≤ 100 Sangat Baik  Hijau Tua  2. 76 ≤ 90 Tinggi  Hijau Muda  3. 66 ≤ 75 Sedang  Kuning Tua 4. 51 ≤ 65 Rendah  Kuning Muda  5. ≤ 50 Sangat Rendah  Merah Bab 3 Berisi : 1. Capaian Kinerja Tahun 2018 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3. Realisasi Anggaran 4. Inovasi 



 49 Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2018 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase Kriteria/Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan % 44,29 44,48 100,43 Sangat Baik  Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) indikator yang terbagi ke dalam 1 (satu)  sasaran strategis. Pada tahun 2018, 1 (satu) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau tercapai lebih dari 100 persen, dengan angka capaian indikator sebesar 44,48% dari target 44,29%, atau terlampaui sebesar 100,43 persen. 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Perhubungan DIY analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut ini. Tolok ukur capaian sasaran adalah berupa Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang diukur berdasarkan indikator kinerja penyediaan layanan angkutan umum serta kinerja tingkat pelayanan ruas jalan (level of service). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator diuraikan pada tabel berikut ini.   



 50 Tabel 3.3. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan NO Sasaran Indikator Meta Indikator 1 2 3 4 1 Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan 1. Cakupan wilayah angkutan umum perkotaan dan capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal), yang berkontribusi sebesar 50%. 2. Mempertahankan kecepatan lalu lintas di jalan provinsi dan perkotaan pada kawasan prioritas, yang berkontribusi sebesar 50%.   Dalam RPJMD 2017-2022, sektor Perhubungan berperan dalam mendukung mobilitas pergerakan orang dan barang dalam wilayah ataupun antar wilayah. Dukungan tersebut harus difasilitasi dengan adanya ketersediaan layanan angkutan umum yang memadai baik untuk orang dan atau barang. Transportasi tidak hanya mendukung pembangunan di DIY tetapi juga menjadi bagian dalam pembangunan pendidikan, wisata dan budaya.  Arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan kinerja penyediaan layanan angkutan umum dan tingkat pelayanan jalan dari 43,67% di tahun 2017 menjadi 49,79% di tahun 2022. Arah kebijakan tersebut mengindikasikan adanya 2 (dua) variabel tolok ukur, yaitu variabel penyediaan layanan angkutan umum, serta variabel tingkat pelayanan jalan (level of service), dengan pola cara perhitungan, pembobotan dan hasil capaian seperti di bawah ini. 



 51 Tabel 3.4. Pola Perhitungan, Pembobotan dan Hasil Capaian Target Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2018 Variabel Bobot Indikator Tahun 2020 Tahun 2018 Target Rata-rata 49,79% Target sebesar 44,29% Capaian sebesar 44,48% % Rata-rata % Rata-rata % Rata-rata Penyediaan Layanan Angkutan Umum 50% Cakupan Wilayah Angkutan Perkotaan 25 Kecamatan (14 kecamatan di Kota Yogyakarta, 9 kecamatan di Sleman dan Bantul, dan 2 Kecamatan menuju lokasi wisata), atau 100% 76,25% 22 Kecamatan, atau 88% 65,25% 22 Kecamatan, atau 88% 66,50% Capaian Kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Perkotaan, dengan 6 variabel (keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan) sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 98 Tahun 2013.  52,5% 42,5% 45% Tingkat Pelayanan (Level of Service) Jalan, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 96 Tahun 2015. 50% Mempertahankan kecepatan lalu lintas rata-rata pada jalan kolektor primer di jalan provinsi. Mempertahankan angka 30% 23,33% 30% 23,33% 25% 22,47%  Mempertahankan kecepatan lalu lintas rata-rata jalan perkotaan sebesar 20 km/jam di kawasan prioritas (Terban, Seturan, Kranggan, Godean). Mempertahankan angka 16,67% 16,67% 19,93%  



 52 Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa metodologi perhitungan kinerja urusan perhubungan didasarkan pada variabel : 1. Penyediaan Layanan Angkutan Umum (dengan bobot sebesar 50%) yang terdiri dari indikator-indikator : a. Cakupan Wilayah Angkutan Perkotaan, dengan target yaitu dapat melayani seluruh kecamatan di wilayah Perkotaan Yogyakarta (25 kecamatan, atau 100% pada tahun 2020), dan dengan target nilai 88% pada tahun 2018. b. Capaian Kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Perkotaan, dengan sub indikator yang terdiri atas keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 98 Tahun 2013, dengan target 52,5% pada tahun 2020, atau 42,5% pada tahun 2018. 2. Tingkat Pelayanan (Level of Service) Jalan (dengan bobot sebesar 50%) yang terdiri dari indikator-indikator :  a. Mempertahankan kecepatan lalu lintas rata-rata pada jalan kolektor primer di jalan provinsi, dengan nilai 30%. Hasil capaian pada tahun 2018 menghasilkan angka 25%.  b. Mempertahankan kecepatan lalu lintas rata-rata jalan perkotaan sebesar 20 km/jam di kawasan prioritas (Terban, Seturan, Kranggan, Godean), dengan nilai 16%. Hasil capaian pada tahun 2018 menghasilkan angka 19,93%. Nilai kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan indikator Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.    



 53 Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 No Indikator Sasaran Baseline 2017 (%) 2018 Target Akhir Renstra (2022) Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%) Target (%) Realisasi (%) % Realisasi* 1 2 3 4 5 6 7 8  Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan 43,67 44,29 44,48 100,43 49,79 89,33   Gambar 3.1. Grafik Target dan Realisasi Kinerja 2018  Dari tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa dari target sebesar 44,29 persen, realisasi terjadi pada angka 44,48 persen, sehingga terjadi surplus sebesar 0,43 persen atau terlampaui sebesar 100,43 persen. Realisasi Tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 0,81 persen dari kinerja tahun sebelumnya (Tahun 2017 sebesar 43,67 persen). Sedangkan berdasarkan target akhir Renstra 2022 sebesar 49,79 persen, masih terdapat selisih sebesar 5,31 persen yang harus dicapai dalam kurun waktu 2019 hingga 2022 (4 tahun).  Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan nilai kinerja sebesar 0,81 persen pada tahun anggaran 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain adalah karena 43,67 44,29 44,48TARGET REALISASI2017 2018



 54 adanya perluasan dan modifikasi jalur Angkutan Perkotaan Trans Jogja di tahun 2018 dengan tanpa menambah jumlah armada eksisting sebesar 128 armada, yang secara signifikan memperluas cakupan layanan. Pada awal 2008 Angkutan Perkotaan Trans Jogja melayani 4 jalur ulang alik (atau 8 rute) dengan jumlah armada sebanyak 74 unit, dan pada Tahun 2018 telah berkembang menjadi 17 jalur dengan 128 unit armada, melayani 22 kecamatan dari 25 kecamatan yang berada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Target sebesar 44,29% pada Tabel 3.5. di atas diukur berdasarkan rata-rata dari variabel nilai cakupan wilayah angkutan umum perkotaan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 65,25% dan variabel kecepatan lalu lintas di jalan provinsi dan kawasan perkotaan pada kawasan prioritas sebesar 23,33%. Kinerja pelayanan angkutan umum di DIY dinilai dari kinerja Angkutan Perkotaan Trans Jogja. Saat ini trayek Trans Jogja sudah mencakup 22 kecamatan dari total 25 kecamatan yang ada di Kawasan Perkotaan Yogyakarta, atau dengan kata lain 88% wilayah aglomerasi telah dilayani oleh Angkutan Perkotaan Trans Jogja dengan 17 jalur, dan menyisakan 3 (tiga) kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Godean, Ngaglik dan Ngemplak. Hasil penilaian kualitas standar SPM (Standar Pelayanan Minimal) untuk angkutan umum pada Angkutan Perkotaan Trans Jogja mencapai angka 45%. Selain variabel pelayanan angkutan, kinerja urusan Perhubungan juga didukung oleh variabel Pelayanan Jalan. Dari hasil rekayasa lalu lintas dan penerapan manajemen lalu lintas bersama pihak-pihak terkait, Kawasan Prioritas (Terban, Seturan, Kranggan, Godean) sebagai jalan kolektor perkotaan diupayakan tidak mengalami penurunan tingkat pelayanan. Berdasarkan PM Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tingkat pelayanan jalan perkotaan adalah pada kecepatan minimal rata-rata 20 km/jam. Pada tahun 2018 kecepatan rata-rata pada jaringan jalan mencapai 23,9 km/jam. Sedangkan untuk jalan provinsi 



 55 yang berada di luar kawasan perkotaan kinerja tingkat pelayanan jalan mencapai kecepatan rata-rata 24,47 km/jam. Dari hasil uraian dan analisis di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan capaian kinerja sebesar 0,81 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2017), serta realisasi target sebesar 100,43 persen (surplus sebesar 0,43 persen). Faktor pendorong adanya peningkatan capaian kinerja ini adalah capaian indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang ada di Angkutan Perkotaan Trans Jogja yang mencapai 45% dari target sebesar 42,5%, sehingga meskipun dari capaian layanan masih pada nilai 88,00%, kenaikan nilai capaian indikator SPM ini mampu menaikkan kinerja rata-rata. Sedangkan pada indikator layanan jalan, terjadi selisih defisit/kurang sebesar 0,87%, yang didapatkan dari rata-rata capaian kinerja kecepatan jalan (kolektor) perkotaan sebesar 19,93% (lebih dari target 16,67%), dan kinerja kecepatan jalan provinsi sebesar 25% (kurang dari target 30%). Faktor penghambat indikator kecepatan ini adalah permasalahan survey lapangan yang sebagian besar dilakukan pada jalan (kolektor) perkotaan dengan tingkat kemacetan tinggi, sedangkan lalu lintas dengan kecepatan tinggi sebagian besar justru terjadi pada jalan provinsi di luar perkotaan. Pada tahun 2019 direkomendasikan untuk dapat mensurvey kecepatan dengan teknik sampling yang lebih proporsional.  3.3 Realisasi  Anggaran Penyerapan anggaran belanja langsung (beserta belanja pendukung) pada Tahun 2018 adalah sebesar 97,69% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp130.280.085.485,91. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,06%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 90,54%.  Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan 



 56 anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2018 No Sasaran Indikator Kinerja Anggaran Target Realisasi % Realisasi Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan 44,29 44,48 100,43 123.847.474.010,91  121.445.784.360,00  97,69 Jumlah    123.847.474.010,91 121.445.784.360,00  97,69  Tabel 3.7. Analisis Efisiensi  No  Sasaran  Indikator  % Capaian Kinerja (≥100%) % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1 2 3 4 5 6 = (5-4) 1 Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan 100,43 97,69 2,31  Analisis Efisiensi Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dengan Sasaran berupa Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan indikator berupa Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan telah tercapai dengan tingkat kinerja 100,43%, serta dengan efisiensi 



 57 anggaran sebesar 2,31%. Efisiensi anggaran sebagian besar didapatkan dari selisih nilai kontrak dengan pagu anggaran.    



 58  BAB 4  Penutup  Penyelenggaraan kegiatan  di Dinas Perhubungan DIY pada Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun ke 1 (pertama) dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Diy Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.    Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan DIY tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:  Dari analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat 1 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur, yaitu Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan. Pada tahun 2018,  indikator  telah memenuhi target yang ditetapkan.   Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut: Faktor penghambat Kinerja Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan yaitu pada indikator kecepatan. Nilai dari indikator kecepatan dipengaruhi oleh survey lapangan yang sebagian besar dilakukan pada jalan (kolektor) perkotaan dengan tingkat kemacetan tinggi, sedangkan lalu lintas dengan kecepatan tinggi sebagian besar justru terjadi pada jalan provinsi di luar perkotaan. Pada tahun 2019 direkomendasikan untuk dapat mensurvey kecepatan dengan teknik sampling yang lebih proporsional.   Bab 4 Berisi : 1. Kesimpulan 2. Rencana Tindak Lanjut 



   



Lampiran 1. Struktur Organisasi   KEPALA

SEKRETARIAT

SUBBAGIAN 
KEUANGAN

SUBBAGIAN
UMUM

SUBBAGIAN 
PROGRAM DAN 

INFORMASI

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG
ANGKUTAN DARAT

BIDANG
LALU LINTAS

SEKSI ANGKUTAN 
JALAN ANTAR KOTA 

DAN WILAYAH

SEKSI 
ANGKUTAN

PERKOTAAN

SEKSI ANGKUTAN 
BARANG, SEWA 
DAN KERETA API

SEKSI 
MANAJEMEN 
LALU LINTAS 

SEKSI 
REKAYASA 

LALU LINTAS

SEKSI 
SISTEM TEKNOLOGI 

TRANSPORTASI 

BIDANG PERHUBUNGAN 
UDARA DAN KESELAMATAN 

TRANSPORTASI 

SEKSI 
TEKNIK BANDARA 

SEKSI 
ANGKUTAN UDARA 

SEKSI 
KESELAMATAN 
TRANSPORTASI  

UPT
TRANS JOGJA

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SEKSI 
OPERASIONAL DAN 

PENGENDALIAN 

SEKSI 
SARANA DAN 
PRASARANA 

KANTOR PENGENDALIAN 
LALU LINTAS DAN 
ANGKUTAN JALAN 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SEKSI 
PENGELOLAAN

TERMINAL

SEKSI 
PENGENDALIAN 

LALU LINTAS JALAN 



Lampiran 2. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun) No Indikator Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1. Kinerja PenyediaanLayanan AngkutanUmum dan tingkatpelayanan jalan 43.67% 44.29% 44.92% 45.54% 46.17% 49.79% 49.79%    



Lampiran 3. Perjanjian KinerjaTahun 2018      



 



   



Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya  
 



Lampiran 5. Penghargaan yang pernah diterima  DIY telah mengirimkan 3 (tiga) Kontingen untuk seleksi tingkat Nasional di Jakarta dan mendapat Juara II tingkat Nasional dari 72 peserta seleksi di Seluruh Indonesia.    Gb. Juara 1,2 dan 3 Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Nasional Tahun 2018 
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